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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat
menyelesaikan Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024, Laporan ini disusun sehagai bentuk tanggung jawab dan
transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID dalam menyediakan akses informasi publik
yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan ini menguraikan fasilitas, layanan serta lantangan yang dihadapi dalam
penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sepanjang tahun 2024. Di dalamnya juga
disertakan data mengenai jumlah permohonan informasi serta langkah-langkah yang telah diambil
untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan bagi peningkatan
kinerja di masa yang akan datang. serta dapat memperkuat komitmen kami dalam memberikan
layanan informasi yang transparan dan akuntabel. Kami juga mengucapkan terima Kasih kepada
semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam proses penyusunan laporan ini.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.*

Mengetahui :
KEPALA DINAS KEPALA BIDANG KOMUNIKASI,
z INFORMASI PUBLIK & STATISTIK

INDRA § PS.T.

oA (a) PEMBINA/ 1¥(a)
\%ﬂmmwl 1015 NIP. 19760523200@4



I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang
Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan informasi Publik (UU KIP), dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah,Maka Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Telah Menerbitkan
Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan

Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu.

Berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu tersebut, Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu ditetapkan sebagai
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten
Labuhanbatu. PPID Utama dibantu oleh PPID Pelaksana yang dibentuk di
setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dan / atau unit kerja lain. Adapun
tugas PPID adalah mengkoordinasikan dan  mengkonsilidasikan
pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana;
menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan
kepada publik; melakukan verifikasi bahan informasi publik; melakukan uji
konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; melakukan pemutakhiran
informasi dan dokumentasi; serta menyediakan informasi dan dokumentasi

untuk diakses oleh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sebagai bahan publik telah
melaksanakan keterbukaan informasi publik sejak tahun 2024 sesuai
amanat UU KIP. Untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik
dilakukan pembenahan antara lain dengan mengoptimalkan portal

Kabupaten Labuhanbatu (www.labuhanbatukab.go.id) yang telah ada

dengan memperbaharui konten terkait layanan informasi publik.Selain itu
juga telah disediakan alamat email PPID Utama Kabupaten Labuhanbatu

(ppid.labuhanbatukab.go.id.).


http://www.labuhanbatukab.go.id/

II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID Kabupaten Labuhanbatu telah melaksanakan pemberian layanan

publik tahun 2024. Dalam rangka pemberian layanan informasi dan
dokumentasi kepada publik, berikut disampaikan gambaran umum pelayanan
informasi publik yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Labuhanbatu sebagai Sekretariat PLID Kabupaten Labuhanbatu.
II.1. SARANA DAN PRASARANA

PPID Kabupaten Labuhanbatu saat ini telah memiliki ruangan khusus
dalam rangka pemberian layanan informasi publik yang optimal. Setiap
pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi secara langsung
dan menggunakan formulir kertas akan diterima oleh petugas informasi.
Demikian juga halnya kepada pemohon informasi yang datang langsung dengan
memanfaatkan aplikasi layanan informasi secara digital juga akan dipandu oleh

petugas informasi.

Untuk meregistrasi seluruh permohonan informasi, petugas informasi
telah dilengkapi dengan formulir permohonan informasi, buku register layanan
informasi, formulir pemberitahuan tertulis, formulir keberatan atas informasi
publik,buku register keberatan informasi publik sesuai lampiran peraturan
Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi
Publik.

Setiap pemohon informasi yang datang langsung akan diarahkan menuju
ruang layanan informasi PPID (front office)] yang berada pada bagian depan
gedung kantor setelah melakukan registrasi dan pengisian form kunjungan

tamu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu.



Gambar 1

RUANG LAYANAN INFORMASI PPID KABUPATEN LABUHANBATU
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Gambar 2

Petugas Layanan Informasi Membantu Pemohon Informasi
Menggunakan Aplikasi Sip-PPID dengan Alamat
ppid.labuhanbatukab.go.id.
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Dalam rangka menyimpan informasi kepada publik, PPID Kabupaten
Labuhanbatu telah dilengkapi dengan aplikasi SIP- PPID yang langsung dapat

diakses melalui alamat ppid.labuhanbatukab.go.id. Aplikasi ini menyajikan

berbagai informasi yang telah disediakan oleh PPID Utama maupun PPID
Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Seluruh
informasi yang siap untuk diakses langsung tersedia dalam bentuk daftar
informasi publik (DIP). Jika ada informasi yang dibutuhkan tetapi belum
tersedia, Jika ada informasi yang dibutuhkan tetapi belum tersedia pada DIP,
telah disediakan form pengisian permohonan informasi publik baik secara
manual ataupun digital yang selanjutnya akan diproses sesuai dengan

prosedur dalam UU KIP.

Bagi pemohon informasi yang akan mengajukan permohonan informasi
publik secara langsung dapat berkunjung ke Sekretariat PPID Kabupaten
Labuhanbatu dengan alamat Gose Gautama No. 3 Rantauprapat, Telp/Fax

(0624)2600633-2600696, email: kominfolabuhanbatukab@yahoo.com

II.2. ANGGARAN
Pemerintah  Kabupaten Labuhanbatu berkomitmen mendukung

keterbukaan informasi publik. Salah satu bentuk komitmen yang dilakukan
adalah dengan memeberikan dukungan anggaran dan keuangan pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu dalam hal pengelolaan
PPID. Pada tahun 2024 jumlah anggaran yang dipergunakan dalam pengelolaan
PPID sebesar Rp.26.743.800,- (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat
Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus rupiah). Namun dengan segala keterbatasan
dana APBD Kabupaten Labuhanbatu, PPID Pembantu di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu belum menyediakan anggaran dalam
rangka mendukung keterbukaan informasi publik baik di OPD dan Kecamatan.
I1.3. SUMBER DAYA MANUSIA

Pemerintah =~ Kabupaten  Labuhanbatu  sebagai badan  publik
melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi. Dalam
rangka melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi telah
ditetapkan PPID yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pelaksana. Dalam

rangka melaksanakan tugas pokok dalam pemberian layanan informasi publik,


mailto:kominfolabuhanbatukab@yahoo.com

Bupati Kabupaten Labuhanbatu telah menetapkan Keputusan Bupati
Labuhanbatu Nomor 480/203/Kominfo.2/2024 tentang Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Labuhanbatu.

Adapun penetapan personil PPID Kabupaten Labuhanbatu selain
berdasarkan jabatan struktural terkait juga berdasarkan keahlian dan
keterkaitan tugas yang dimiliki oleh masing-masing petugas informasi.
Berdasarkan Keputusan Bupati ditetapkan juga Sekretaris Daerah Kabupaten

Labuhanbatu sebagai Atasan PPID Kabupaten Labuhanbatu.



Gambar 3

BAGAN STRUKTUR

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU
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III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI DAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2024
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IV. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan

informasi publik tahun 2024 antara lain:

1. Belum tersedianya anggaran bagi PPID yang berada di Kabupaten
Labuhanbatu sehingga pelayanan informasi publik yang dilaksanakan PPID

Pembantu belum maksimal.

2. Belum tersedianya personil khusus yang menangani layanan informasi
khususnya pada penerimaan permintaan informasi. Selain itu, sarana berupa
komputer, printer, scanner dan lainnya yang digunakan saat ini masih
menggunakan peralatan dan perlengkapan ASN yang ditetapkan sebagai
petugas informasi pada dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten
Labuhanbatu. Kondisi ini menyebabkan seringnya terjadi tumpang tindih

pekerjaan dan peralatan kerja ASN dan petugas Informasi.

3.Minimnya DIP (Daftar Informasi Publik) yang dipublikasikan oleh PPID
Pembantu, hal ini disebabkan kurang maksimalnya kesadaran PPID Pembantu

dalam mempublikasikan informasi-informasi yang disediakan kepada publik.

4.Dalam hal pemohon informasi, masih banyak yang masih belum
menggunakan website PPID, sehingga permohonan informasi masih dilakukan

secara manual (surat).

V. RENCANA TINDAK LANJUT
Dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
layanan informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten

Labuhanbatu disarankan beberapa hal berikut:

1. Perlu disediakan peralatan dan perlengkapan serta personil khusus yang

menangani layanan informasi publik.

2. Dalam rangka meningkatkan penambahan tentang Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik beserta peralatan pelaksanaan pendukung
lainnya perlu dilaksanakan bimbingan teknis terutama kepada personil sesuai

dengan tugas masing-masing

10



3. Perlunya peningkatan koordinasi antara PPID Kabupaten Labuhanbatu
dengan PPID Pelaksana untuk peningkatan kualitas layanan informasi untuk

meminimalisir terjadinya sengketa informasi.

4. Perlunya diadakan bimbingan teknis bagi pemohon informasi, agar
penggunaan aplikasi PPID (website) bisa dimaksimalkan oleh pemohon Serta
senantisa meberikan edukasi dan bimbingan kepada pemohon informasi terkait
kewajiban dan pemenuhan peraturan dalam layanan informasi publik agar

permohonan informasi dapat segera dilayani.

Untuk meregistrasi seluruh permohonan informasi, petugas informasi
telah dilengkapi dengan formulir permohonan informasi, buku register layanan
informasi, formulir pemberitahuan tertulis, formulir keberadaan atas informasi
publik,buku register keberadaan informasi publik dengan Peraturan Komisi

Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi1 Publik

Dalam rangka menyampaikan informasi publik, PPID Pembantu Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu telah dilengkapi dengan

aplikasi resmi yang terintegrasi dengan alamat www.ppid.labuhanbatukab.id

yang menyajikan berbagai informasi yang telah tersedia yang dibutuhkan
masyarkat dan dapat diakses langsung tanpa harus mengajukan informasi.
Sedangkan bagi informasi yang belum tersedia dalam aplikasi, telah disediakan
form pengisian permohonan informasi publik yang selanjutnya akan diproses

untuk pemberian informasi.

Bagi pemohon yang akan mengajukan permohonan informasi secara
langsung dapat mengajukan permohonan informasi ke PPID Pembantu Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu dengan alamat Gose
Gautama No. 3 Rantauprapat, Telp/Fax (0624)2600633-2600696, emalil:

kominfolabuhanbatukab@yahoo.com.
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BUPATI LABUHANBATU
KABUPATEN LABUHANBATU

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU

NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN

Menimbang

Mengingat

PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

. bahwa untuk mengoptimalkan layanan informasi

publik, Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 2
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi perlu diganti;

 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Informasi Publik;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 2 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan

Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu;

: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956

tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Kabupaten
Labuhanbatu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1092);



3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5956);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5071);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



10.

11.

12.

13.

14.

15.

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 741);

Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 41 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Tahun 2021 Nomor 41);



MEMUTUSKAN :

ATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

Menetapkan PERATURAN BUP.
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR 2 TAHUN

2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN LABUHANBATU.

Pasal |

turan Bupati Labuhanbatu Nomor 2
Pelayanan Informasi Dan
en Labuhanbatu,

Beberapa ketentuan dalam Pera
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan
Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupat

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, schingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu;

9. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan  urusan
pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4, Bupati adalah Bupati Kabupaten Labuhanbatu.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu,
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Labuhanbatu.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Labuhanbatu.

9. Sekre'tan's Dinas adalah Pejabat yang melaksanakan tugas dan
fungsi kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Labuhanbatu .

10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-
;anda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data
akta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan



11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format
sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan
dan pencatatan dokumen, data, gambar dan suara untuk bahan
informasi publik,

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan
dan dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik
yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan
negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan
publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan
kepentingan publik.

Badan Publik adalah pemerintah daerah dan DPRD yang fungsi
dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara
yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah atau organisasi non pemerintah
sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan
masyarakat dan/atau luar negeri.

Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas
untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan
publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam
pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan,
penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi dan
dokumentasi, yang terdiri dari PPID dan PPID Pelaksana.

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam
pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan pemeliharaan,
penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi dan
dokumentasi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

PPID Pelaksana adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam
pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan pemeliharaan,
penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi pada Organisasi
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan Atasan PPID.
Atasan PPID Pelaksana adalah pejabat yang merupakan Atasan
PPID Pelaksana.

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disingkat PLID adalah susunan pengelola/petugas layanan
informasi dan  dokumentasi Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu.



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah.
Walidata adalah unit pada instansi pusat dan instansi daerah

yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan
pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta

menyebarluaskan data.
Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai data

ditingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi.

Standar Operasional Prosedur yang se
adalah serangkaian petunjuk tertulis yang

proses penyelenggaraan tugas-tugas PPID.
Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya

disingkat DIDP adalah catatan yang berisi keterangan secara
sistematis tentang seluruh Informasi dan Dokumentasi Publik
yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu tidak termasuk informasi dan dokumentasi yang
dikecualikan.

Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disingkat RPID adalah tempat pelayanan informasi dan
dokumentasi publik yang bertujuan untuk memfasilitasi
penyampaian informasi dan dokumentasi publik.

Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya
disingkat SIDP adalah sistem penyediaan layanan informasi dan
dokumentasi secara cepat mudah dan wajar sesuai dengan
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disingkat LLID adalah laporan yang berisi gambaran umum
kebijakan teknis informasi dan dokumentasi, pelaksanaan
pelayanan informasi dan dokumentasi, serta rekomendasi
rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan
informasi dan dokumentasi.

Komisi Informasi yang selanjutnya disingkat KI adalah lembaga
mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksananya,
menetapkan Petunjuk Teknis Standar Layanan Informasi Publik
dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi
dan/atau ajudikasi.

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara
badan publik dengan pemohon informasi publik dan/atau
pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak
memperoleh  dan/atau  menggunakan informasi publik
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

lanjutnya disingkat SOP
dibakukan mengenai



Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan
hukum atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan
hukum Indonesia yang mengajukan permintan informasi publik
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pengguna informasi publik adalah orang yang menggunakan
informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan

31.
32.

33.

perundang-undangan.
[nformasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat

diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Pengklasifikasian informasi publik adalah penetapan informasi
sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-
Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pengujian konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi
yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada pemohon
informasi dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa
menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang

lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

34.

35.

Ketentuan judul BAB IV Akses Informasi Publik diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Informasi dan dokumentasi publik Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap
pengguna informasi publik, kecuali informasi dan dokumentasi

yang dikecualikan.
Informasi dan dokumentasi publik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat diperoleh pemohon informasi publik dengan cepat,
tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah.

Informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bersifat ketat dan terbatas sesuai
dengan kepatutan, kepentingan umum dan/atau ketentuan

peraturan perundang-undangan.
(4) Informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada pengujian atas
konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dan
dokumentasi diberikan kepada pemohon informasi publik

(2

(3)



dengan pertimbangan yang seksama bahwa menutup informasi
dan dokumentasi dapat melindungi kepentingan yang lebih

besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal §

(1) Pemerintah Daerah berhak menolak memberikan informasi dan
dokumentasi yang dikecualikan, seperti:

a.

b.

(2)

informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan

negara;
informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan

kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha

tidak sehat;
informasi dan dokumentasi yang yang berkaitan dengan

hak-hak pribadi;
informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia

jabatan; dan/atau
informasi dan dokumentasi yang belum dikuasai atau

didokumentasikan.

Informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PPID Pelaksana kepada

PPID untuk selanjutnya ditetapkan menjadi DIDP Kabupaten
Labuhanbatu.

S.

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah wajib:

a.

menyediakan, membuka, dan memberikan informasi publik
dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara
sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan;
menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan
tidak menyesatkan;

membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi
publik;

membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan
yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas
informasi publik; dan

melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi
publik yang dikecualikan.



6.

(2) Pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

Menetapkan standar layanan;

Menunjuk dan menetapkan PPID;

Menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;

Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi

publik dengan sistem elektronik dan non elektronik;

e. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi

publik; .
f  Membuat dan mengumumkan laporan layanan informasi

ublik;
g :Aenyampalkan salinan laporan pelayanan Informasi Publik
kepada Komisi Informasi;
h. Melakukan  monitoring, evaluasi dan  pembinaan
pelaksanaan pelayanan Informasi Publik kepada OPD.

R L

Ketentuan judul BAB VI PPID diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

BAB VI
PELAKSANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Ketentuan judul BAB VI Bagian Kesatu Umum diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

BAGIAN KESATU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi terdiri atas:
a. Atasan PPID;
b. PPID;
¢. PPID Pelaksana;
d. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

(2) Atasan PPID dijabat oleh pejabat struktural tertinggi pada badan
publik dalam hal ini dijabat oleh Sekretaris Daerah.

(3) PPID dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
(4) PPID Pelaksana dijabat oleh Kepala Bagian Umum pada

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Bagian
Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu,



()

(6)
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Sekretaris atau pejabat yang menangani tata usaha pada
Perangkat Daerah atau pada unit pelaksana teknis daerah, dan
Sekretaris Camat.

nikasi dan Informatika

PPID Pelaksana khusus pada Dinas Komu
Informasi Publik dan

dijabat oleh Kepala Bidang Komunikasi,
Statistik.

Petugas Pelayanan Informasi Publik ditunjuk oleh masing-
masing PPID Pelaksana pada masing-masing Perangkat Daerah
dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan
dan/ atau pelayanan informasi publik.

9. Pasal 8 dihapus;

10. Ketentuan judul BAB VI Bagian Kedu

a PPID Utama diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

BAGIAN KEDUA
TUGAS DAN WEWENANG

11. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 9

Atasan PPID bertugas dan berwenang untuk:
a. menunjuk dan menetapkan PPID dan PPID Pelaksana;

b. menyusun dan menetapkan arah kebijakan layanan
informasi publik pada badan publik;

c. menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik;

d. mewakili badan publik dan/atau menunjuk PPID dalam
proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau
di pengadilan; dan

e. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan
monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik
yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.

Qalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), atasan PPID dapat berkoordinasi
gcngan Pembina Data baik di instansi pusat maupun instansi
aerah.

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan



12. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) PPID bertugas dan berwenang untuk:

(2)

a.

b.

menyusun dan menetapkan kebijakan layanan Informasi
Publik;

menyusun dan menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan
layanan Informasi Publik;

mengkoordinasikan  dan mengkonsolidasikan ~ proses
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan  dan
pelayanan Informasi Publik;

mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan
dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau
PPID di OPD;

melaksanan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala
sesuai kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan
Informasi Publik;

melakukan verifikasi dokumen Informasi  Publik,
menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik
dan layak untuk dipublikasikan;

melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi
Publik yang akan dikecualikan;

melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pemutakhiran
Daftar Informasi Publik;

menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien
agar mudah diakses oleh publik;

menolak  permintaan  informasi  publik dengan
menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila
Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang
dikecualikan atau rahasia dengan persetujuan Atasan PPID;
menugaskan PPID Pelaksana dan/atas Petugas Pelayanan
Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara dan
memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan

menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan,
evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis
Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana
dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi
yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

SFIain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), dalam rangka mendukung
penyelenggaraan Satu Data Indonesia, PPID dapat:

a.

melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan



b.

berkoordinasi dengan Walidata baik di instansi pusat
maupun instansi daerah.

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

13. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) PPID Pelaksana bertugas dan berwenang untuk:

a.

b.

membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan
kewenangannya,;

melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi
dan dokumentasi bagi pemohon informasi publik secara
cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan
prinsip-prinsip pelayanan prima;

mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan
data lingkup Perangkat Daerah untuk menjadi bahan
informasi dan dokumentasi publik;

menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan
pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara
berkala dan sesuai kebutuhan; dan

menugaskan Petugas Pelayanan Informasi  untuk
menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam
melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik
yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan
tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau
permintaan Informasi Publik ditolak.

(2) Laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi
dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1)
huruf e meliputi:

a.
b.

jumlah permintaan informasi yang diterima;

waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan
informasi;

jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi,
dan/atau alasan penolakan permintaan informasi dan
dokumentasi publik.

14. Pasal 12 dihapus.

15. Bagian Keempat pada Bab VI FKPPID dihapus.
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16. Pasal 13 dihapus.

17. Ketentuan Judul BAB VIl Kelengkapan PLID diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

18.

BAB VII
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

()

(3)

(4)

()

Pasal 14

Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID dibentuk
PLID yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Struktur organisasi PLID yang dimaksud pada ayat (1) terdir

dari:

a. Pembina dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati;

b. Pengarah selaku Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris
Daerah;

c. Tim Pertimbangan dijabat oleh para Pejabat Eselon 11 Di
Lingkungan Sekretariat Daerah, Seluruh Kepala Perangkat
Daerah, dan Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah;

d. PPID;

e. PPID Pelaksana,

f. Bidang Pendukung;

PPID pada ayat (2) huruf d bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Seretaris Daerah selaku Atasan PPID;

Bidang Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f
terdiri atas:

a. Sekretaris PLID;

b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;

c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

d. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi;

Bagan struktur organisasi PLID ditetapkan dengan Keputusan
Bupati dan tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

19. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



20.

21.

22.

23.

Tl

Pasal 15

Tim Pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat

(2) huruf ¢ mempunyai tugas dan wewenang:

a. melakukan analisis dan pengujian konsekuensi atas dibukanya
informasi dan dokumentasi publik berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan
b. melaksanakan  kebijakan  dan asistensi  pelaksanaan

pengklasifikasian informasi dan dokumentasi publik.
Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Sekretaris PLID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf
a mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu tugas PPID
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, huruf ¢, huruf e dan

huruf 1.
Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Bidang Pengolahan Data dan dan Klasifikasi Informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b mempunyai tugas dan
fungsi untuk membantu tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 huruf f dan huruf h.
Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf ¢ mempunyai tugas dan
fungsi membantu tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf d dan hurufi.

Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi sebagaimana dimaksud
(ti,:la:‘n tPasal 14 ayat (4) huruf d mempunyai tugas dan fungsi sebagai
nkut:

a. melaksanakan pendampingan dan konsultasi
- ‘ '
informasi publik; RemeLen

b. penyelesaian keberatan, advokasi dan sengketa informasi.
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24, Ketenu.mn Judul Bagian Kedua RPID diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

25.

BAGIAN KEDUA
KELENGKAPAN PLID

Menambah 3 pasal diantara Pasal 20 dan Pasal 21 sehingga Pasal 20
berbunyi sebagai berikut:

(1

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Pasal 20A
DIDP

DIDP paling sedikit memuat:

nomor;

ringkasan isi informasi;

perangkat Daerah yang mengusai informasi;
penanggungjiawab pembuatan dan penerbitan informasi;
waktu dan tempat pembuatan informasi,

bentuk informasi yang tersedia; dan

jangka waktu penyimpanan dan retensi arsip,

®m e o

DIDP ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala oleh PPID.

Contoh Format DIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdapat pada Lampiran II, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20B
LLID

LLID wajib dibuat dan disediakan oleh Badan Publik paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan tahun anggaran
berakhir,

Salinan LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sesuai
kewenangannya masing-masing.

LLID paling sedikit memuat:
a. gambaran umum kebijakan pelayanan informasi dan
dokumentasi publik;

b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi dan
dokumentasi publik, antara lain:
1. sarana dan prasarana pelayanan informasi dan
dokumentasi publik yang dimiliki beserta kondisinya;



(4)

(3)

(6)

(7)
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sumber daya manusia yang menangani pelayanan
informasi  dan  dokumentasi publik  beserta
kualifikasinya; dan

3. anggaran pelayanan informasi dan dokumentasi publik

serta laporan penggunaannya.
¢. rincian pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang
meliputi:
1. jumlah permohonan informasi dan dokumentasi
publik;

2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap
permohonan informasi dan dokumentasi publik
dengan klasifikasi tertentu;

3. jumlah permohonan informasi dan dokumentasi publik
yang dikabulkan baik sebagian atau keseluruhan; dan

4. jumlah permohonan informasi dan dokumentasi publik
yang ditolak beserta alasan penolakan.

d. rincian penyelesaian sengketa informasi publik, meliputi:

1. jumlah keberatan yang diterima;

2. tanggapan atas keberatan  yang diberikan  dan
pelaksanaannya;

3, jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi
Informasi;

4. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi
Informasi dan pelaksanaannya oleh badan publik,
jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan dan hasil
putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan
publik.

e. kendala internal dan cksternal dalam pelaksanaan layanan
informasi dan dokumentasi publik;

f rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk
meningkatkan  kualitas  pelayanan informasi dan
dokumentasi.

LLID merupakan bagian dari informasi publik yang wajib
tersedia setiap saat.

LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada
publik dan disampaikan kepada Atasan PPID.

LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
Bupati oleh Atasan PPID

LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dilaporkan oleh

Bupati sebagai bagian dalam laporan pen
velenggaraan
pemerintahan daerah, w



26.

27.

28,

29.

30.

3L
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Pasal 20C
SiDP

(1) SIDP dibuat dan dikembangkan oleh PPID untuk mempermudah
akses pelayanan informasi publik.

(2) Pengembangan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara terintegrasi antara PPID dan PPID Pelaksana.

Ketentuan pada Bab VIl Bagian kedua DIDP dihapus.

Pasal 22 dihapus.

Ketentuan pada Bab VIII Bagian Ketiga LLID dihapus.
Pasal 23 dihapus.

Pasal 24 dihapus.
Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan
permohonan informasi dan dokumentasi publik secara tertulis

dan tidak tertulis,

(2) PPID dan/atau PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan
Informasi Publik mencatat nama, nomor induk kependudukan
(NIK) dan alamat pemohon informasi publik, subjek dan format
informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh
pemohon informasi publik.

(3) PPID dan/atau PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan
informasi Publik mencatat permohonan informasi publik yang
diajukan secara tertulis maupun tidak tertulis.

(4) PPID dan/atau PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan
Informasi Publik memberikan tanda bukti pencrimaan
permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran saat
permohonan informasi publik diterima.

(5) Dalam hal permohonan informasi publik disampaikan secara
langs'ung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran
diberikan pada saat penerimaan permohonan informasi publik.



(6) Dala
M hal permohonan informasi publik disampaikan melalul

su
du’\“ pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan
£An pengiriman informasi.

(7) Paling lambat 10 (sepulub) hari kerja sejak diterimanya

permohonan informasi publik, PPID harus menyampaikan

pemberitahuan tertulis yang berisikan:

a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya
ataupun tidak;

b. penerimaan atau penolakan permintaan atas informasi
dengan alasan sesuai  dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; o
¢. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan;
dan/atau
d. blaya serta tata card pembayaran untuk memperoleh
informasi yang diminta.

(8) Apabila informasi publik yang dibutuhkan tidak berada dalam
penguasaannya, PPID memberitahukan badan publik mana yang
menguasai informasi publik tersebut dengan meneruskan
permohonan informasi kepada badan publik dimaksud.

(9) Dalam hal permohonan informasi publik diterima sebagian atau
seluruhnya dicantumkan materi informasi yang dibutuhkan.

(10) Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,
maka informasi yang dikecualikan dapat dihitamkan disertai
alasannya,

(11) Badan publik dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling

lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan
alasan tertulis.

32, Ketentuan pada Bab IX Bagian Ketiga SIDP dihapus.
33. Pasal 28 dihapus.
34. Ketentuan pada Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan
secara tertulis kepada Atasan PPID berdasarkan alasan berikut:



“19.

:::;,':nanm? permintaan informasi berdasarkan alasan
b.  tidak (m,dah,,"“ak_sud dalam Pasal 27 Ayat (7);

ya informasi yang diumumkan secara
berkala sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi
Publik;
tidak ditanggapinya permintaan informasi;
d.  permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang

diminta;

e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
g penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur
dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

-

(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai
dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh
kedua belah pihak.

35. Menambah (1) ayat pada Pasal 30, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Keberatan diajukan oleh pemohon informasi publik dalam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah
ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat (1).

(2) Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang
diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya
keberatan secara tertulis.

(3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila Atasan
PPID menguatkan putusan yang ditetapkan oleh PPID.

36. Ketentuan Judul pada Bab X Bagian Kedua Penyelesaian Keberatan
Informasi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

BAB X
BAGIAN KEDUA
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

37. Ketentuan pada Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



(1) Sengketa informasi dapat

3

(4)

(5)

©)

g

(8)

9

Pasal 31
terjadi apabila Komisi Informasi

menerima permohonan sengketa informasi yang diajukan
menerima alasan tanggapan

informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
informasi dalam waktu 14 (empat belas)
ggapan tertulis dari Atasan

Pengajuan sengketa
(1) dilakukan pemohon
hari kerja setelah diterimanya tan
PPID.

Mekanisme dan tata cara upaya penyelesaian sengketa informasi
publik  dilakukan sesual dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Bupati melalui Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa
Informasi untuk mengupayakan penyelesalan sengketa informasi

yang dibentuk oleh PPID.

Surat Keputusan penetapan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi
juga berfungsi scbagai Surat Kuasa untuk bersidang mewakili
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu di Komisi Informasi Publik.

Tim Fasilitasi Sengketa Informasi diketuai oleh PPID dan
beranggotakan PPID Pelaksana, pejabat yang menangani bidang
hukum dan pejabat fungsional, serta pejabat/staf lainnya scsuai

kebutuhan,

PPID melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa informasi
dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama PPID
Pelaksana terkait, pejabat yang menangani bidang hukum,
pejabat fungsional dan pihak lain yang dipandang periu.

Mekanisme kerja Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi
diatur oleh tim berdasarkan arahan Atasan PPID.

Tim melaporkan proses penanganan dan hasil penyelesaian
nn;heuinfamndkepodaAuunPP!D.

38, Ketentuan judul pada Bab X! Pelaporan diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

BAB XI
PENDANAAN

39, Ketentuan pada Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Pasal

32

Biaya i

7R kﬁx myc:l:g fllperlukan untuk pengelolaan pelayanan informasi dan

S asi Kabupaten Labuhanbatu dibebankan pada Anggaran
apatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Pasal 1l

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya,

Peraturan Bupati ini dengan penempatanmny

Kabupaten Labuhanbatu.
mmurmmumwuw
omsmonmmwmmm
NAMA JABATAN TGL

WAKIL BUPATI

SEKDA

ASISTEN 2

WADIS Wit 3}

SIZKRETARIS €[

KAID ot

RASUBRAG/KAST *5-a8

JFPELAKSANA 1 A

Diundangkan di Rantauprapat

pada tanggal

2023

memerintahkan pengundangan
a dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 9 O0HEE 2023

BUPATI UHANBATU,

ERIK ADTRADA RITONGA

—— -
BEXSAMINASI
PRODUK HUKXUM DARRALI

[, ﬁ’iﬂ“

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,

HASAN HERI RAMBE

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2023 NOMOR
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BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 480/ 23 /KOMINFO.2/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Menimbang

Mengingat

a.

1.

LABUHANBATU
BUPATI LABUHANBATU,

bahwa Pejabat  Pengelola Informasi  dan
Dokumentasi (PPID) . merupakan pejabat yang
bertanggungjawab dalam pengumpulan,
pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan,
penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi dan
dokumentasi di lingkungan Pemerintah Dacrah yang
terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) utama dan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu;

bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan
pelayanan informasi dan dokumentasi oleh
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1)
Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 26 Tahun
2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten
Labuhanbatu yang intinya menyatakan kegiatan
dan kelembagaan PLID ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf ¢, maka
perilu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu;

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1092):

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

" Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa
kali tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi clektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6905);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pclayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5038);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tcntang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemernntah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik



Menetapkan

KESATU

(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2020 Nomor $§7)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indoncsia Tahun 2015
Nomor 2036) scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyctaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 41 Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LABUHANBATU.

: Mcmbentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten
Labuhanbatu sebagaimana tercantum pada Lampiran |
Keputusan ini.



KEDUA

KEEMPAT

KELIMA

© Pejubat  Pengeloln  Informasi dun  Dokumentasi

sebagaimana  dimaksud  pada  Diktum KESATU
mempunyai tugas dan  Kewenangannya scbagmmani
tercantum pada Lampiran 1l Keputusan ini,

. Tim sebagaimana dimaksud pada  Diktum KESATU

dalum melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud
pada Diktum KEDUA bertanggung jnwab kepada Bupat
Labuhanbatu melalui Sekretanis Daerah.

. Segaln  Dbiayn yang timbul akibal ditetapkannyo

keputusan ini dibebankinn pada Anggaran Pendapatan
Belanja Dacrah Kabupaten Labuhanbatu.

¢ Keputusan Bupati ini mulai berlaku padn tanggal

ditetapkan,

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 23 2024
Mot

Pit, BUPATI LABUHANBATU,

ELLYAROSA LS--':ZEGAR



Lampiran |

Keputusan Bup,’m' Labuhanbatu
Nomor : 480A7/KOMINFO.2/2024
Tonggal 133 Apl Doty

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

1. Pembina

I, Pengarah

1l. Tim Pertimbangan

IV. PPID

V. Sckretaris PLID

V1. Bidang Pengolahan Data

VIl. Bidang Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi

1. Bupati Labuhanbatu.
2. Wakil Bupati Labuhanbatu,

¢ Sckretaris Dacrah Kabupaten

Labuhanbatu,

1. Asisten Pemerintahan dan
Kesejahternan Rakyat Setdakab
Labuhanbatu,

2. Asisten Perckonomian dan
Pembangunan Sctdakab
Labuhanbatu,

3. Asisten  Administrasi
Setdakab Labuhanbatu.

Umum

4. Inspektur Daerah Kabupaten
Labuhanbatu.
5. Kepala Bagian Hukum

Sckretariat Dacrah  Kabupaten
Labuhanbatu.

: Kepala Bidang Komunikasi,
Informasi Publik dan Statistik Dinas
Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Labuhanbatu.

: Darlina Dalimunthe, S. E. (Pranata

Hubungan Masyarakat Ahli Muda

Pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten
Labuhanbatu,

: Kepala Scksi Statistik Pada Dinas

Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Labuhanbatu.

1. Devi Rayuli Handriyani Siahaan,
S. I. Kom (Pranata Hubungan
Masyarakat Pada Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Labuhanbatu).

2. Muliani Tembang Dewi

Sinulingga, S. Sos (Pranata
Hubungan Masyarakat Pada
Dinas Komunikasi dan



Informatika Kabupaten
Labuhanbatu).

3. Holdani Rahmansaib, S. I. Kom
(Pranata Hubungan Masyarakat
Pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten
Labuhanbatu).

4. Ryan Afdillah, S. I. Kom (Pranata
Hubungan Masyarakal Pada

Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten
Labuhanbatu).

VIII. Fasilitasi Scngketa Informasi : 1. Desi Irawani, S.H., M.H (Analis

Hukum Ahli Muda Pada Bagian
Hukum Setdakab Labuhanbatu).

IX. PPID Pelaksana:

No. Jabatan-Instansi/Perangkat Daerah

1 | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Labuhanbatu

2 | Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu

3 | Sekretaris Dinas Keschatan Kabupaten Labuhanbatu

4 | Sckretaris Dinas Pckerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Labuhanbatu

5 | Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kabupaten Labuhanbatu -,
Sckretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu

7 | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan  Politik  Kabupaten
Labuhanbatu

8 | Sckretaris Badan Penanggulangan Bencann Dacrah  Kabupaten
Labuhanbatu

9 | Sckretaris Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu

10 | Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu

11 | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Labuhanbatu

12 | Sekretaris Dinas Pangan Kabupnten Labuhanbatu -

13 | Sekretaris Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu

14 | Sckretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu B

15 | Sckretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Labuhanbatu

16 | Sekretaris Dinas Pemberdaynan Masyorakat dan Desa Kabupaten

Labuhanbatu




17

Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Kcluarga Berencana
Kabupaten Labuhanbatu

18

Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu

19

Sckretaris Dinas Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah Kabupaten
Labuhanbatu

20

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Labuhanbatu

21

Sckretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Labuhanbatu

22

Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Labuhanbatu

23

Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu

24

Sckretaris Dinas Peternakan Kabupaten Labuhanbatu

25

Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Labuhanbatu

26

Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu

27

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Dacrah Kabupaten
Labuhanbatu

28

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu

29

Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Labuhanbatu

30

Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Labuhanbatu

31

Sekretaris Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu

32

Kepala Bagian Program dan Keuangan Sckretariat DPRD Kabupaten
Labuhanbatu

33

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Labuhanbatu

34

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah
Kabupaten Labuhanbatu

35

Sekretaris Rumah Sakit Umum Daerah

36

Sekretaris Camat Rantau Utara

37

Sckretaris Camat Rantau Sclatan

38

Sckretaris Camat Bilah Barat

39

Sekretaris Camat Bilah Hulu

40

Sekretaris Camat Pangkatan

41

Sekretaris Camat Bilah Hilir

42

Sekretaris Camat Panai Hulu




43

Sckretaris Camat Panai Tengah

Sekretanis Camat Panai Hilir

Pit. BUPATI LABUHANBATU,

ELLY4 ROSYSIREGAR




Lampiran Il :

Keputusan Bupati Labuhanbatu
Nomor : 480437/ KOMINFO.2/2024

Tanggal :33  appit oy

TUGAS TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

I. Pembina

II. Pengarah

I1l. Tim Pertimbangan

IV. PPID

Melakukan pembinaan kepada Tim
Pcjabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Kabupaten
Labuhanbaru.

Memberikan Pengarahan kepada
Tim Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Kabupaten
Labuhanbatu,

1. Melakukan analisis dan pengujian
konsckuensi atas  dibukanya
informasi dan dokumentasi publik
berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

2.Melaksanakan  kebijakan dan

asistensi pelaksanaan
pengklasifikasian informasi dan
dokumentasi publik.

1. Mcrumuskan kebijakan strategi
pengelolaan pelayanan informasi
publik pada pemerintah daerah;

2. Melaksanakan fungsi
pengendalian, monitoring dan
evaluasi pelaksanaan tugas
pengelolaan dan pelayanan
informasi olch satuan kerja
pengelola informasi dan
dokumentasi Pemerintah Daerah;

3. Merencanakan dan melaksanakan

program peningkatan kapasitas
Sumber Daya Manusia informasi
publik;

4, Melaksanakan pendampingan dan

konsultasi pelayanan informasi
publik;

5. Penyclesaian keberatan advokasi

dan scngketa informasi;



V. Sckretaris PLID

vl. Bidang Pengolahan Data

6. Menyusun  dan  melaksanakan

kebijakan informasi dan
dokumentasi;
7. Mengoordinasikan dan

mengkonsolidasikan pengumpulan
bahan informasi dan dokumecntasi
dari PPID Pelaksana;

8. Mclakukan verifikasi bahan
informasi dan dokumentasi publik;

9. Melakukan uji konsekuensi atas
informasi dan dokumcntasi yang di
kecualikan;

10. Melakukan pemuktahiran informasi
dan dokumentasi;

11. Mengesahkan informasi dan
dokumentasi yang layak untuk di
publikasikan;

12. Menugaskan PPID Pelaksana dan/
atau Pejabat Fungsional untuk
mengumpulkan, mengelola dan

memelihara informasi dan
dokumentasi,
1. Mclaksanakan kegiatan

administrasi dokumentasi dan
pclaporan pclaksanaan pengelolaan
dan pelayanan informasi dan
dokumentasi;

2. Membantu tugas PPID dalam hal:

Meclaksanakan fungsi pengendalian,
monitoring dan evaluasi
pelaksanaan tugas pengelolaan dan
pelayanan informasi oleh satuan
kerja pengelola informasi dan
dokumentasi Pemerintah Dacrah
dan Mengoordinasikan dan
mengkonsolidasikan pengumpulan
bahan informasi dan dokumentasi
dari PPID Pclaksana.

1. Melaksanakan inventarisasi
pemutakhiran, pengolahan data
dan pengolahan sistem informasi
dan dokumentasi publik;



VIl. Bidang Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi

VIII. Fasilitasi Sengketa Informasi

1X. PPID Pelaksana

k3 O

5

Membantu tugas PPID
scbagaimana dimaksud dalam hal:
menyusun  dan  melaksanakan
kebijakan informasi dan
dokumentasi, melakukan verifikasi
bahan informasi dan dokumentasi
publik, meclakukan pemutakhiran
informasi dan dokumentasi dan
mengesahkan informasi dan
dokumentasi yang layak untuk
dipublikasikan.

Melakukan kegiatan pengelolaan
dan pelayanan  informasi  dan
dokumentasi;

. Membantu tugas PPID

scbagaimana dimaksud dalam hal:
merumuskan kebijakan strategis
pengelolaan dan pelayanan
informasi publik di Lingkungan
Pemerintah Daerah, merencanakan
dan melaksanakan program
peningkatan  kapasitas  sumber
daya manusia informasi publik.

Mclaksanakan pendampingan dan
konsultasi pelayanan informasi
publik;

. Penyelesaian  keberatan, advokasi

dan scngketa informasi dengan unit
teknis penyelenggara yang

diadukan untuk segera
ditindaklanjuti. ]
.Membantu PPID melaksanakan
tanggungjawab, tugas dan
kewenangannya;
. Menyampaikan  informasi dan

dokumentasi kepada PPID
dilakukan paling sedikit 6 (enam)

bulan sckali atau sesuati
kebutuhan;
. Melaksanakan inventarisasi,

penyimpanan dan mengolah
informasi dan dokumentasi
menjadi bahan informasi publik
pada masing-masing pecrangkat
dacrah;



m

. Menyedinkan informasi dan

dokumentasi yang berada dalam
lingkup penguasaan  perangkat
dacrah;

. Melayani permintaan informasi dan

dokumentasi publik kepada
pemohon terhadap informasi yang
tidak dikecualikan;

. Mclakukan pemutakhiran informasi

dan dokumentasi yang terdiri dari
informasi yang Dberada dalam
lingkup penguasaan  perangkat
dacrah dan;

. Mengklasifikasikan informasi dan

dokumentasi yang terdiri  darni
informasi yang wajib disediakan
dan diumumkan sccara berkala,
informasi yang wajib diumumkan
sccara serta merta, informasi yang
wajib lersedia  sctiap saat dan
informasi yang dikecualikan.

Pit. BUPATI LABUHANBATU,

ELLYA/ROSA SIREGAR



BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU

NOMOR 2} TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENYELENGGARAAN INFORMASI PUBLIK

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

:a., bahwa untuk semakin mengoptimalkan

penyelenggaran informasi publik di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;

. bahwa dengan adanya perubashan susunan

organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah
berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor
41 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Labuhanbatu;

. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi

publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu maka perlu menetapkan Standar
Operasional Prosedur Penyelenggaraan Informasi

Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 3 Tahun
2018 tentang Standar Operasional Prosedur
Penyelenggaraan Informasi Publik Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu; —

:1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956

tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi



Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 1092);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Infonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 6801)

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 704);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apamtur Negarn
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);



Menetapkan

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Me

nteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 649);

13. Peraturan Komisi Informasi Nomor | Tahun 2021
tentang Standart Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

14. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 25 Tahun
2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
(SOP-AP) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR 3 TAHUN
2018 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LABUHANBATU.



Pasal |

Bebernpa ketentuan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 3
Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan
Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu,

diubah sebagai benkut:

4.

Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4

SOP scbagnimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam
Lampiran | Peraturan ini.

Ketentuan judul BAB VI Kompetisi Pelaksana diubah, schingga
berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
KOMPETENSI PELAKSANA

Ketentuan pada Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 10

(2) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hani
kerja scjak diterimanya permintaan, PPID akan menyampaikan
pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada
dibawah penguasaannya atau tidak dan Badan Publik dapat
memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan paling
lamb:l 7 (tujuh) han kerja berikutnya dengan memberikan alasan
tertulis,

Ketentuan pada Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13

(1) PPID menggunakan sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh Di
Komunikasi dan Informatika, ’ "

(2) PPID Pelaksana menggunakan sarana dan fasilitas yang dimiliki
olch setiap Perangkat Daerah.



Pasal 1l
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal § wuREF 2023

Diundangkan di Rantauprapat
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,

HASAN HERI RAMBE

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2023 NOMOR



A.  SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Lampiran | : Peraturan Bupau Labuhanbaty
Nomor : 9} Towa 225

. v
s e’

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI PUBLIK DAN STATISTIK

SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Nama SOP-AP PUBLIK
Kualifikasi Pelaksana : Dasar Hukum :
1. Memiliks pengetahuan mengenai klasifikasi informasi publik 1. UU 14 Tahun 2008
2. Mengetahui kebijakan [regulasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2. UU 25 Tahun 2009
3. Memilik keterampilan dalam bidang pelayanan informasi publik dan 3. UU 23 Tahun 2013
teknolog informasi 4 PP 61 Tahun 2010
4, Memiliki sikap kejujuran, ketelitian, kerjasama, komunikatif, empati, S. Perki 1 Tahun 2010
dan pengendalian emosi 6. Perki 1 Tahun 2013
5. Mengetahui tugas dan fungs sistem dan prosedur pelayanan informasi
Keterkaitan : Peralatan dan Perlengkapan :
SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik 1 Formulir
SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik 2 Jaringan Internet dan Emal

3 Komputer dan Printer
4 Instruksi dan Penntah

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Apabila SOP penyusunan daftar informasi publik tidak terbentuk maka Standar Pelayanan Informasi
tidak berjalan dengan baik

Disimpan dalam bentuk Sofftcopy dan Hardeopy

SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI




Pelaksana Mutu Baku
s . PPID Pelaksana | PPID Utama | Atasan PPID ..s.n:..a i g Waktu Output ok
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang
berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing- 1. UU No 14
masing komponen di Kementerian Dalam Negeri Tahun2008;
dan Pemerintahan Daerah, baik yang diproduksi 2.UU No 25
sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke Tahun2009;
pihak lain, yang berupa arsip statis maupun 3.UU No 23 cmoo_..n _“_M U%x_”_wsghﬁar
dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan Tahun2013; | P | _sn S
1 |arsip vital yang dikuasai. Informasi yang 4, PP 61 Tahun dan setiap | dan Perangkat
dilakukan meliputi jenis dokumen, penanggung E 2010; PR Deacah
jawab pembuatan, waktu dan tempat 5. Perki No 1
pembuatan, serta bentuk informasi yang tersedia tahun2010;
dalam hardcopy dan softcopy. Format pengisian 6. Perki No 1
dalam pengumpulan informasi dan dokumentasi Tahun2013.
di masing-masing komponen di Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
Mengklasifikasikan seluruh informasi dan 1. UU No 14
dokumentasi yang telah dikumpulkan dan Tahun2008;
mengidentifikasikannya berdasarkan sifat y 2. UU No 25
informasi dan dokumentasi, selain itu juga Tahun2009;
mengklasifikasikan i i 3.UUNo 23 HBE_.» —
informasi dan dokumentasi yang dikecualikan Tahun2013; | R ._Ewaaﬂﬁ.
2 |dengan kategori sebagaimana yang telah 4. PP 61 Tahun d R (e
ditetapkan melalui UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 2010; oo i
17 dan Pasal 18. Pengujian tentang konsckuensi S. Perki No 1 -
dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum Tahun2010;
menyatakan Informasi dan Dokumentasi Publik 6. Perki No 1
tertentu dikecualikan oleh setiap orang. C Tahun2013.




Mendokumentasikan informasi publik dalam

bentuk softcopy dan tempat penyimpanan Secara
dokumen dalam bentuk hard copy dengan tata berkala,
cara seperti mengarsip dokumen dan dipisahkan Alat tulis kantor |serta Bn.nn DIDP
sesuai klasifikasi informasi dan dokumentasi dan setiap
wajib, secara berkala, serta merta dan setiap saat
saat, Perlu dibuat daftar Informasi dan
dokumentasi yang dikecualikan
Setelah DIDP
Megadakan Tapat | oo oion Surat ditetapkan,
bersama . .
: DIDP  |Keputusan DIDP Jika ada
Menetapkan DIDP secara resmi dan dengan PPID serkumpul e S
mengumumkan kepada masyarakat. Utama dan PPID dari PPID | disendatangadi | informani baru,
Pembantu untuk : X
Menctapkan DIP Pembantu | oleh Atasan | dibuat SK untuk
PPID ditetapkan
Website dan
sarana informasi | Setelah %mwwﬂ ”.”MMN
Mengunggah DIDP ke website resmi Kemendagri lainnya yang DIDP enlape
dan Pemerintahan Daerah maupun melalui y dimiliki oleh ditetapkan .
_ ol Selesai Pemerintah
sarana informasi lainnya. komponen dan  |oleh Atasan i
Pemerintah Daerah | PPID




i o

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI PUBLIK DAN STATISTIK

Nama SOP-AP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum :
1. Memiliki pengetahuan mengenai klasifikasi informasi publik 1. UU 14 Tahun 2008
2. Mengetahui kebijakan/regulasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2. UU 25 Tahun 2009
3. Memiliki keterampilan dalam bidang pelayanan informasi publik dan teknologi informasi 3. UU 23 Tahun 2013
4. Memiliki sikap kejujuran, ketelitian, kerjasama, komunikatif, empati, dan pengendalian emosi 4. PP 61 Tahun 2010
5. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pelayanan informasi S. Perki 1 Tahun 2010

6. Perki 1 Tahun 2013

Keterkaitan :

Peralatan dan Perlengkapan :

SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik
SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
SOP Fasilitasi Sengketa Informasi

1. Formulir

2. Jaringan Internet dan Email
3. Komputer dan Printer

4. Instruksi dan Perintah

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

L Apabila penyusunan SOP Pelayanan permohonan informasi publik terlambat dibuat maka Standar Pelayanan Informasi
menjadi tidak efekuf

Disimpan dalam bentuk Sofftcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur
Pemohon Persyaratan/
v : Petugas PPID PPID  |PPID Pelaksana Kelonghapen Wakta Output
2 3 4 s 6 7 s 9
(1) Formulir
Permohonan Pada han Pecisali
Info . . joau Permohonan
Mulai yang tersedia kerja untuk >
Ay informasi
di meja pemohon s
- p yang telah
pelayanan informasi P
Pemochon Informasi PPID atau secara
menyampaikan permohonan yang langsung nPn P
informasi yang dibutuhkan baik ditampilkan dan setiap \ = i
secara langsung dan tidak langsung, di website, saat untuk P8 P /
(2) Fotocopy pemohon !.hbn 1
atau scan informas identitas
identitas diri secara tidak diri (NIK)
(NIK) dari langsung =
pemohon
informasi
Pada han -
dan iam Formulir
Semua data- keria ._5 ok Permohonan
data ”Boron informasi
pemohon : vang telah
TIDAK LENGKAP LENGKAP informasi e dum
Melakukan verifikasi kelengkapan — > disimpan _ R lengkap
berkas permohonan informani dalam PREE: dan
bentuk E.” Eﬂ dilampin
hardcopy dan - fotocopy/
pemohon .
softcopy g scan
nformas .
tidak identitas
C g din (NIK)




Melakukan registrasi berkas i
permohonan informasi publik. Jika 1““. ””_
dokumen/informasi yang diminta Semua data- Keri J ik
telah termasuk dalam DIP dan data o
dimiliki oleh meja informasi atau pemohon Muo_.Bo e
sudah terdapat di website PPID, maka informasi _—
langsung diberikan kepada pemohon Qsmpen _“wugmg
informasi atau bisa langsung diunduh A d i
oleh pemohon informasi. Jika bentuk ISP
informasi/dokumen yang diminta hardcopy dan saat E_“Er
belum termasuk dalam DIP, maka softcopy M—n_.Bo ou.
berkas permohonan disampaikan onon“n”“”k

epa
kepada PPID atau PPID Pembantu. langsung
PPID meminta kepada komponen
atau Perangkat Daerah untuk DIP yang
Memberikan informasi atau dokumen telah —Nh”ﬂ::..!
yang sudah termasuk dalam DIP, ditetapkan .—noan
kepada PPID untuk diberikan kepada oleh gjuds
pemohon informasi. Komponen atau komponen voﬁn_.n o_aoa.ﬁ
Perangkat Daerah memberikan atau keomsimnay
informasi atau dokumen yang Perangkat ditexima oleh
dimaksud kepada PPID atau PPID Daerah PFID
Pembantu.

Informasi .

Memberikan informasi atau dokumen o e B atau Perpanjengan
yang diminta oleh pemohon informasi Dokumen vnmu. chorwn
yang telah menandatangani tanda yang o_:ubl_ }
bukti penerimaan informasi atau diminta oleh ? teui y
dokumen. peméhon .Emu“wru:

informasi




PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI PUBLIK DAN STATISTIK

Nama SOP-AP SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Kualifikasi Pelaksana

Dasar Hukum :

X;

Memiliki pengetahuan mengenai klasifikasi informasi publik

1. UU 14 Tahun 2008

SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik

2 Mengetahui kebijakan /regulasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2.UU .um Tahun 2009
3. Memiliki keterampilan dalam bidang pelayanan informasi publik dan teknologi informasi 3. UU 23 Tahun 2013
4.  Memiliki sikap kejujuran, ketelitian, kerjasama, komunikatif, empati, dan pengendalian emosi 4. PP 61 Tahun 2010
5. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pelayanan informasi 5. Perki 1 Tahun 2010

6. Perki 1 Tahun 2013
Keterkaitan : Peralatan dan Perlengkapan :
SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik TR o

2. Jaringan Internet dan Email
3. Komputer dan Printer
4, Instruksi dan Perintah

,

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Apabila SOP uji konsekuensi informasi publik tidak dibentuk maka Standar Pelayanan Informasi tidak berjalan
efektif

Disimpan dalam bentuk Sofftcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
Uralan Prosedur
PPID ?aﬂ!ﬂ-g_ el fﬂ“ﬂﬁﬂi Pemohon Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output o
2 3 4 § 3 ¥ ] 9 10
Melakukan kajian atas .wﬁxsu v.anucra:n:
informasi/dokumen yang tidak we,xnu v.a.Boro:n: . 5:._.:1?_ yang telah
termasuk dalam DIP dengan informasi/ aercanm dacl Setiap saat n.___ﬂ _A:.arsv dan
melibatkan Tim Pertimbangan Pemohon Informasi .__FB“..S ?._083.\
Pelayanan Informasi. scan identitas diri
_ (NIK)
Memberikan pertimbangan atas
informasi/dokumen yang Dasar hukum: q :
dimaksud dokumen yang UUKIP 14 Tahun | Pada HaridanJam | Sur Keputusan Tim
dimaksud yang bersifat rahasia ety 2008 dan PERKI Kegja Portiuibengus
berdasarkan UU, kepatutan dan 1 Tahun 2010 Pelayanan Informasi
kepentingan umum,
Menyampaikan kepada PPID atas
status informasi/ dokumen yang
diminta pemohon informasi,
apakah termasuk rahasia atau
terbuka. Jika informasi/ . .
dokumen yang dimaksud adalah < 1 Pada v_“wu.-u o
terbuka, maka PPID i Informasi/ " Informasi/
memerintahkan kepada dokumen yang Bhrns._a _.o .!..n.EEE dokumen dan
komponen/Perangkat Daerah telah dinyatakan hari kegje, ocjak komponen atau
untuk menyerahkan terbuka untuk . _xqjososb.u . | Perangkat Daerah
informasi/dokumen yang publik informasl teregistrasi
dimaksud. Jika status informasi/
dokumen oleh Tim Pertimbangan
Pelayanan Informasi dinyatakan ‘
rahasia, maka PPID membuat
surat penolakan kepada

pemohon informasi.




Memberikan informasi yang
diminta oleh pemohon informasi
dengan

menandatangani tanda bukti
penerimaan atau memberikan
surat penolakan kepada
pemohon jika status
informasi/dokumen dinyatakan
rahasia,

SELESAI

Informasi/
Dokumen yang
diminta oleh Pemohon
Informasi atau surat
penolakan
jika informasi/ dokumen
tersebut dikategorikan
rahasia

Maksimal diberikan
perpanjangan
pemenuhan
permohonan
informasi selama 7
(tujuh) hari sejak
pemberitahu
an tertulis diberikan
dan tidak dapat
diperpanjang
lagi

Informas: publik yang
diminta
oleh Pemohon
Informasi atau surat
penolakan
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PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI PUBLIK DAN STATISTIK

Nama SOP-AP Penanganan Keberatan Informasi Publik
Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum:
1. Memiliki pengetahuan mengenai klasifikasi informasi publik 1. UU 14 Tahun 2008
2. Mengetahui kebijakan/regulasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2. UU 25 Tahun 2009
3. Memiliki keterampilan dalam bidang pelayanan informasi publik dan teknologi informasi 3. UU 23 Tahun 2013
4, Memiliki sikap kejujuran, ketelitian, kerjasama, komunikatif, empati, dan pengendalian emosi 4. PP 61 Tahun 2010
5. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pelayanan informasi 5. Perki 1 Tahun 2010

6. Perki 1 Tahun 2013

Keterkaitan :

Peralatan dan Perlengkapan :

SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik
SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik

1. Formulir

2. Jaringan Internet dan Email
3 Komputer dan Printer

4. Instruksi dan Perintah

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Apabila SOP penanganan keberatan informasi publik tidak dibentuk maka Standar Pelayanan Informasi
tidak berjalan dengan baik

Disimpan dalam bentuk Sofltcopy dan Hardcopy




-1%-

Pelaksana Mutu Baku
K Uraian Prosedur Pemohon Ket.
5 Tmonon | Petugas PPID PPID Atasan PPID s ..._._:a Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pemohon Informas:
menyampaikan pengajuan
keberatan atas tidak
terlayaninya permohonan
informasi yang dibutuhkan Mulai
melalui : (1) datang v lir ;
langsung dan mengisi formulir (1) Formulir Permohonan oanuvn””ﬂ o
permohonan pengajuan Informasi yang tersedia pelaysnan
woRGeMAs, iz P Padabari | informesi
informasi n.:z_x an:mg . pe wH._m: F w&: dan jemn poblik Fing
1 |melengkapi fotocopy aoaa.Su yang tampilkan ke sciah disi lenghe
diri (NIK), (2) melalui website website dan dilampiri
dengan mengisi formulir yang (2) Fotocopy atau scan fotocopy/scan
telah diunduh dan identitas dini (NIK) dari identitas diri (NIK)
menyertakan scan identitas diri pemohon informasi
(NIK) kemudian dikirim ke
alamat email PPID yang tertera
di website, (3) mengirim fax
formulir permohonan informasi
yang telah diisi lengkap disertai
dentitas diri (NIK
dengan fax identitas diri (NIK) g
keberatan
Melakukan registrasi formulir > Semua data-data pelayanan
pengajuan keberatan pelayanan 5 pemohon informasi Pada han quna.mn_. yang
2 |informasi dan menyampaikan C disimpan dalam bentuk | danjam | oo Ce o
pengajuan keberatan kepada hardcopy dan softcopy kerja T
Atasan PPID Bardcopy dan
softcopy
Memeriksa formulir pengajuan e : Daft
. pengajuan P ar surat yang
xngae... dari Para v.nn_o-_oa keberstan pelayanao gam: ”“.: Sarua dibesiioon
3 Informasi dan memerintahkan __. informasi yang telah diisi k X kepada PPID dan
PPID dan PPID Pembantu lengkap erja PPID Pembantu

untuk menjawab permohonan

informasi
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Surat perintah
tertulis kepada
PPID dan PPID
Memerintahkan kepada PPID (1) Berkas pengajuan Pembantu c:.Er
dan PPID Pembantu untuk keberaton pelayanan | oy, | memenubd
memenuhi permintaan 5?952.. ) dan jam PET
bl it Pagsatis yang telah diisi ezia pemohon informasi
Kb lengkap,(2) DIP yang
yang telah diumumkan mengajukan
keberatan
pelavanan
informasi publik
Memberikan informasi yang
diminta oleh pemohon
informasi kepada Atasan PPID Dokumen /informasi
jika informasi yang dimaksud yang dimaksud oleh
telah masuk DIP. Atasan PPID Pemohon Informasi atau Informass pablik
akan menjawab rekomendasi yang diminta oleh
pengajuan keberatan kepada surat penolakan dari Bassihan
pemohon informasi. Jika Selesai PPID atau Padahari | =0
informasi yang diinginkan PPID Pembantu dan jam sared: peocliken
pemohon informasi tidak karena informasi yang kerja kepada Pemohon
termasuk dalam DIP yang telah diminta R
diumumkan, karena informasi merupakan
belum tersedia atau termasuk E..oa»&.vga
informasi yang dikecualikan, dikecualikan
maka diberikan
surat penolakan kepada
Pemohon Informasi.




> 70
%

S

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIEA

BIDANG KOMUNIKASI, INFORMAS] PUBLIK DAN STATISTIK

|Kzalificasi Pelaksana |Dasar Hukem -
1. [Memili pengetahuan mengenai kiasfikas informass publik 1. UU 14 Tahun 2008
2. |Mengetahui kebyakan/regulas: Kementenan Komunikasidanlnformatka @ === 12 UU25Tahus 2009
3. |Memulika keterampilan dalam bidang pelavanan mnformasi publik dan teknologi informas 3. UU 23 Tabun 2013
3. |Memilks skap kejujuran, ketelitian, kerjasama, komunikatif, empati, dan pengendafian emosi 4. PP 61 Tahun 2010
S, |Mengetahwi tugas dan fungs: sistem dan prosedur pelayanan mformasi 5. Perid 1 Tahun 2010
Perid 1 Tahun 2013
: |Peralatas daa Perlenghapez :
SOP Penyusunan Daftar Informas Publik . Formulr
SOP Uji Kensekuens: Informass Publk 2 Jaringan lnternet dan Emad
SOP Penanganan Keberatan Informas Publik 3. Komputer dan Pnnter
SOP Pelavanan Permohonan Informast Publik . Instrukw dan Penntah
daa Pendataas :




Mutu Baku

Uralan Prosedur —v_m“““ — s ”—N—h—»ﬂu . Ontyet Ket,
2 3 4 6 7 3 9 10
Setiap Pemohon Informasi dapat _HH_HH.
mengajukan keberatan secara (1) Formulir Kecja unnuk Berkas
tertulis kepada Atasan PPID Permohonan pemohon permohenaa
dalam waktu 10 (sepuluh) hari Informasi yang g inf
kerja, sejak permohonan Mulai tersedia di meja ormast W
informasi pelayanan PPID atau secard telah dis lengkap
teregistrasi dan diberikan. yang ditampilkan di A_Evé o
Perpanjangan pemenuhan website Saw dllampin
permohonan informasi selama? (2) Fotocopy atau okt otk , fotocopy/ S_—
(tujub) hari sejak pemberitahuan scan identitasdii | Pemohon  |identitas diri (NIK)
tertulis diberikan dan tidak dapat (NIK) dari informasi
diperpanjang lagi pemohon informasi secara tidak
langsung
Atasan PPID menetapkan Tim Tanggapan
fasilitasi sengketa informasi tertulis dan
untuk mengupayakan atasan PPID
penyelesaian sengketa informasi, penihal informasi
yang dibentuk yang
oleh PPID Utama disengketakan
Diajukan
Tim fasilitasi sengketa informasi dalam waktu
di paling lambat 14
ketuai oleh PPID Utama dan (empat
beranggotakan PPID Pembantu belas) han
terkait, pejabat yang menangani kerja setelah
bidang hukum, pejabat ﬁ diterimanya
fungsional, tanggapan
serta JFUyang sesuai dengan tertulis dan
kebutuhan _ _ Atasan PPID.
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Tun fasilitas: sengketa informasi
melaporkan proses penanganan
songketa informas: kepada
Atasan

PPID

Upaya penyelesaian Sengketa

Komisi Informasi Pusat, Komisi
Informasi Provins, Komis
Informas: Kabupaten /Kota
sesuai

dengan kewenangannya apabila
tanggapan Atasan PPID dalam
proses keberatan tidak

Informasi Publik diajukan kepada)

memuaskan Pemohon Informasi.

Selesa























































